
 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di bab sebelumnya, penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penegakan hukum terhadap pembangunan resort di kawasan hutan 

produksi tanpa izin pinjam pakai di Pulau Awera, Kecamatan Sipora 

Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilakukan oleh instansi 

yang berwenang, namun pelaksanaannya belum berjalan secara 

optimal. Hal ini terlihat dari adanya upaya yang telah dilakukan oleh 

instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Produksi, serta pemerintah daerah melalui 

kegiatan pengawasan, pembinaan, serta pemberian arahan kepada 

pelaku usaha agar melengkapi perizinan yang diperlukan. Selain itu, 

pemerintah juga telah melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan 

pembangunan resort yang berada di kawasan hutan produksi 

walaupun tidak secara berkala. Namun, pembangunan resort di 

kawasan tersebut masih tetap berlangsung tanpa adanya izin pinjam 

pakai kawasan hutan (IPPKH) sebagaimana dipersyaratkan dalam 

peraturan perundang – undangan di bidang kehutanan, sehingga 

menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum 

memberikan efek jera dan belum sepenuhnya mampu menghentikan 

kegiatan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin. 
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2. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pembangunan resort 

di kawasan hutan produksi tanpa izin pinjam pakai di Pulau Awera 

dipengaruhi oleh beberapa faktor hambatan. Hambatan tersebut antara 

lain kurangnya koordinasi antara instansi yang memiliki kewenangan 

dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan, keterbatasan 

pengawasan di lapangan, serta masih rendahnya kesadaran dan 

kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum kehutanan. Selain 

itu, adanya perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam hal perizinan kawasan hutan juga turut 

mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga tindakan yang 

dilakukan lebih banyak bersifat persuasif dan administratif 

dibandingkan dengan tindakan penegakan hukum yang lebih tegas. 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran, sebagai 

 

berikut : 

 

1. Pemerintah bersama instansi terkait, terutama Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Produksi, harus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan 

kawasan hutan produksi di Pulau Awera. Pengawasan secara rutin 

sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan 

pembangunan di kawasan hutan telah mematuhi ketentuan peraturan 

perundang – undangan. 
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2. Instansi yang berwenang dalam pengelolaan kawasan hutan harus 

memperkuat koordinasi dan kerja sama antar lembaga, baik antara 

pemerintah pusat maupun daerah. Pengaturan yang efektif diperlukan 

agar proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran 

dalam pemanfaatan kawasan hutan dapat berlangsung lebih optimal. 

3. Pemerintah harus menjelaskan dan menyederhanakan proses 

perizinan dan menyederhanakan proses perizinan, terutama dalam 

pengajuan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). 

Penyederhanaan proses perizinan diharapkan dapat memberikan 

kepastian hukum serta mencegah pembangunan di kawasan hutan 

tanpa izin yang sah. 
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Lampiran 4. Peta kawasan hutan Pulau Sipora 
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Mentawai, Provinsi Sumatera Barat 
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